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PERFEMBANGAN KEBUAE AN INVESTASI
{(PTNANAMAN MODAL ASING)
Db INDONESLA

L PENDATIULUAN.

Porkembungan ekonomi Indonesia sebagat negara sedang berkembang tidak dépat
diltepaskan dart situest dan kondisi ekonomi Ludonesia. Tiap perubahian atau flukiuasi pada
variabel-variabel ekonomi dan politile dumia akan berpengaruh terhadap perskonemian
Tndonesia. Covtoh sedethana mengena bal tn dapat diarnati dart pengaruh eksport non-
migas <t tingkat Internasional terhadap  keseimbangan perckonomian Indonesia
f)uwandano (1994} menyebutkan hingga kini paling tidak ada 3 cirt penting perekonomian
dinin yang dapat mempengarnhi perekonomisn Indonesia, yaitu pertams, perekonomian
dunia di ers_e_'ys_e_ug alan detang ditandai dengan semakin meningkatmya interdependensi antar
negara yang mengarah pada integrasi ekonomi secars global. Kedua, adanya ketidak
pastian yang melingkup perekonomian dunia. Ketigw, semakin kaburnya batas ekonemi

snalu negara.

Sejalon  dengan  era globalisasi Tndonesia harus membuka lebar-lebar
perekonomianaya terhadap .fﬁésuiq}ya. aneka komoditas dart negara lain selaras dengan
netdigrauean bebar Keadaan i gemakin  di dramatisir  oleh kenyatann hahwa
perchonomion Indonesin semakin membutuhkan dana ysng bestr untok  penyediaan
m!'i'antt'z'zki;ur,l dan pfsmem_z‘t'eﬁ kebumban investasi yapg semakin meningkat, baik dalam
jonglea pendek manpun jangka panjang. Investasi (PMA} dewasa ini merupakan topik yang
sangnt fontroversial di dnlam kehidupan perekonomian Indonesin. Sebenarnva selama
beberapa dekade uda !{elompok yng tak menghendaki ‘kehadiran PMA {ORBA) dan
pendupat yang menghendaki kehadiran PMA {ORBA).

telah mengambzl shaty keb:_;akam yang dilapdaskan pada nifs pnlmk yang secara rasional
dipilih zehinges rmzcangan kebijakan yeng muncul sangal di pengaruhi oleh "peraturan
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feebprekant” vang sudab ada berupa THPMA (T no 1 tahun 1967). Kebijakan pemerintah

sclama ini wenpanggap bahwa PMA mempuayai peranan penting dalam pembangunan.

TR )

hubn, Guna eembiayat pembangunas  ekonomi Jadonesia sebugd negara berkembang
pudla awlnya u;e'}emt'ﬂam idirn yang menvenanglan bagi PMA apar para investor tertartk
antrek membangun tirdustes dv s, Kepmdahan dan berbagai insentif tersebut dibertlcan pada
inhap swal pembangunan Selunjutnya berbugat kemudaban dan insentif mulat di kurangi
dan bs.ihkan diterupkan bstbagal pembuatasan. Tujuan kebijakan ini adaleh untuk metindungi

kepentingan nasional kita.

Setama beberapa dekade kebijukan ini Lerdampak pada berbagai kepentingan _

baik negara penertma manpun iuvemor Kenyataan semacata in dapat di mengerti, kareua
chh dalan pose AT wiodl 'mmg (PihiA) terdapat konflik kepentingan negara. tnan » unah
vaity negra peperima dan wvestor, Negara penerima mengundang maodal asing masuk ke
Begayn i)(‘-l'féﬂih:«ill&{.‘dll babhwa  kehadwsn modal - asing o dapat  wwemacu
sendeiran, D lain pihak invettor menanambkan modabwa & sualn negara tertentu
~emata-waty karenn alasan npfuk inemperoleh keuntungan dan imemperkuat posiginya guna
mendopathan mmbin sebesar-bessinya dart wedal tersebut, T sind timbul. dilema, siapa

vapy hatns J piaesioan bangsa Indonesa aban wvestor 2

Pembangunan di Indonesia feluh membawa bangsa ke urah pergaulan Internasional
schingga terjadi peribahan-perubahan nilai-nitai, khususnya di bidang idiologi, politik,
chosiong. Julamn Globalisast bagt Tndoncsia haros dipundang sebagai suaty peluang dan
iantangan bukan ancaman, dengan demikian pemerinteh hag mampu menarik minat

vastor utak nwiakntym aktivitas perekonontanaya di Indonesia. Hal i untuk mendorong

am;hn!nva pexekonom;m: negara seita ferciptanya iapangan kerja, unfuk birokrasi yang,

berbelit-belit harus dihindari. Apabila pemerintah tidak mengantisipasi, muka dampak.

atobalisust akan buruk bagt Indonesia Para investor enggan untuk melalakan aktivitas
disini. Perjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral, teiah mempengaruhi pemerintah
untuk mengadakan penmmsan-petnusan kembali masalah PMA. Pestu adanyn recrientasi

L

UhAA h ludovesia Bidak dapat di Tepasken dar figa masalab pokok yaits ekonoms, politik,




kebijukan kbususnya vang n{wnyang.lml PMA vang mengacu pacfﬂ perianjian perjanjian.

*

penc aman modal fwipa mer baikan kepentingan Nasional.

IL PERJIANJIAN INVESTASI PASCA GAAT F WTO 1994 PADAML‘EMENTASI.
KEBIIAKAN INVESTASE (PMA).

Kebijakan PMA vang selnma ini di ambil pemerintsh di dasarkan pada UU no 1
talve 1967, Lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal i Indonesia tidak dapat
dilepaskan dari reorientasi kebijakan pembangunan Indonesia pada era Orde Baru, Ketika
Orde Bam lmnpil.ke panggung pemeérintahan pada tahun 1966, perekonomian Indonesia
datwm keadaan “berantekan” tercatat ketika itu inflasi 650 o Untuk menanggulangi
kemerosolan ekonomi tersebut MPRS-RI meéngeluarkan suain ketetapan  Nomor
 XXUUMPRE/1996 tentang Perobaharuan Kebijakan Landasan Ekonomm, keuwangan dan
Pembangunan. Di dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa pembangunan skonomi
Iudonesia harus dilandusaken padu prinstp rasional dan realistis. Prinsip itu tercermin
pasla pasal 9, 10 DUPMA yung pada intiaya PMA dimmngkinkan, selama investesi i
hengi-benar  diabdikan  kepada kepentingan' ekonomi  rakvat tanpa mengakibatkan
kotergantungan terhaday juar negeri. ,

Sejak Indonesia tkut raenjadi anggota dan menanda tangrai perjanjian GATT /
WTQ 1994 maka pemerintah mempunyai kewujiban unfuk mengubabh kebijakan PMAnya,
periu mengadakan pembaharuan  Undang Undang Penanaman Modal yang mengacu pada
 fretentuan-Ketentusn }f:.mg. te-rd%_}pat di dalam perjaminn mvestast GATT /WTO 1994 dan &

dulwm perjanitan-perjanjian bilateral autara Indonesia detgan negara lain.

Febijhan investusd harus mengarah pada prinsip-prinsip petjanjian investosi
pagca GATT / WTO 1994 Secmra ideal, perjanjian tersebut harus mengeimbangi
kepentingan dart berbagal 1‘?131211{.11 investast yang sekarang tidak terbatas hanya kepada
poneerintah acgara. asal, negara Ginuan day perusahasn vang bersangkutan, tetapl juga
fembagi bfernasional dan tinglaat sub astonal. Prinsip-prins'p utama Lbernlisasi ekonomi

inwvesi-si dan perdagangan i bawah GATT adalah -



§. tvanspuran, yang berarti setiap anggota AFFC di havuskan untuk memberikan

Bres indoimast f,faﬁg torbuks. '
2. pou diskrigunast atan perlakuap Suma antara investor vang tidak berkaitan
dengan negara, ' _ '
3. asal nasional trealment {perlakuan sama wntara ipvestor asing dan imvestor

dalam negeri).
Ketiga privsp tereaknp dalum sebagat bga prinsip periama dalam APEC Non-

Dinding Invesutent Prneiples.

Pemerintoh  Indopesia  telah  melolakan  usaba  vang  menggunakan  dalam
wrengendorkan aturan-ustoran untuk penamaman modal asing selama beberapa talm terakhir
mi, fiaot pembuzharuan lebil lanjut perla diperiohankan dan memperkuat dava saing

indoneuia,

Kebijakan di bidun - Porpajakan yaitu pemberian fasiiitas perpajakan, beberapa,
tantltas perpaiakun di berthan kepuda ‘wgim pajuk yang cielakukat penanaman modal di
buimg-bidang nsabia ferienin dan atan daerah tertentn (UL no 10 tabun 1994 pasal 31 A),
Flebdjakan yang fadn yaity, Regdasi 1954 (PP 20/94 das SKE 15/1994) mencerminkan stkap

pemorintall yang 1ebib terbnka terhadap perkembangan regionsl maupun global, Apabifa

permer bitah Qdak lebih siap, waka para evestor asing tenty aken menolak ke negara-negara
fain vang menawarkan berbagai kewwdahan dan fastlias yang Jebih menank. Aspek
kebigakan dercpalasi 1994 yang wenenpw! adalah |

L. peweria aving dittanghinkan per orungan abwy individa,

2. pesenia asing dapat memilika 160 %,

Rogulasi 1994 telah mengubah filsafat Undang-Undang Popanaman Modal Asing
1967 {vang iitings menentukan bahwa modal asitg mesupakan pelengkap dart modal dalamn
pegert} dongan mengakul vecara terus terang zkan sumbangan yang potensial besar modal

A fepady pkouomi dan pemboagunait.

Semantiva i kebiiakan mbemal di bidang politik lain. Vang labih mengarah pada

sospberdavian smaber dava alan dau sumber days manusia bangsa Indonesia, vaitu
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Febepdok mnfuk mengembangkan ofovomi  dasral vang - nyats, dinanis serasi dan
bertanggung jawab serig sesuai dengan kemampuon dacrah dalam menyelengearaken fugas
desontealisasi, delonsentralisasidan tngas pembantuan. Pelakasanasn otopomi daerah
diharapkan dapai merberikan peluang bagt Pemerintah Daerah untuk berperan aktif dalam
prosey pembanguuan nasional, Dalam hal mu Pemerintah Dacrah dituntut untuk danat
menarik mvestor baik nasional manpun internasional. Untuk ity selain berbagai fastlitas
dun pangsuigan (nsenlil vang mamupn menwik ivestor), Pemda dituntut pula uniuk
bertindak movatit dan proaktit, lidek bisa hanya memmgou (reaktit). Namun Pemda
seayokeva memperhiatias seklor-sektor mana. yagg menjadt unggilan dan strategis unbuk
Gimwatlom  puds nvestor asime. - Berbagai  bentwk  kemitrasnpun  selayaknya

dipertimbangha,

Kebijakait yang diteksanakan pemertnfan untuk mengantisipas! ancaman-ancaman
Vg mnncul akibas pemimhm)»pembahén i tingkat Internasional mempnkim peluang bagi
Pewertiutoh [Daerah dalain usaha mengatast kelemahan dan lantangan yang ada pada proses
nelnbangunan, nanwn demikian bils Pemda lidak siap, peiuangpelﬁang ini dapat

menimbulkan tekanan barn kepada kevangan daerah.

HE MUNCULNYA EEBIUAFAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASIONAL DAN
PEMIFIRAN EE ARAH PEMBAHARUAN UUPMA INDONESIA. '

Walaupun masih banyak lalangan vang berpendapat bahwa masth ada beberapa
maanyalan® vang perly di hibagkaa <dalww usahs menarik mods! asing, numun kebijskan
deregnlasi 1994 mennmjukan tindakan yang, cukup berani dart pemerintah, dan apa yang di
stur 4i dulamnya merupakan "terobosan yang besar” terhadap apa yang ditentukan
sebelonys, Melihat Injonya nsshe pewerintah dalam menarik modal asing, muncu! lagi

tosw fama tentang pertindungan kepentingan nasional. Hal ini sangat wajar karena semakin

beba wa ikiie nvesto s asie ¢} wnalu negara dapat menungkinkan semakin komplelsnya

pergoalau-persealan yang harus di hadapi datam kaitannya dengan masalah kepentingan .

‘aasional.



Fyaluast terhadap mmplementasi kebijakan investamt di Indonesia vang te.rhlang'
dalam T 0o § tahun 1977, U no 11 tahun 1970 dan Dereguiast 1994 menunjukkan bahwa
mvestant dongan dominast modal asing harus di cegah, kepentingan ekonomi nasional harus
tetap i priorituskan. Untuk mefindungi kepentingan nasionnl, yang periu di lakukan
pemerintaly adalal menetapkan | |

1. Adanya ﬁ?gative List, daftar pegative list sekarang ini telah di susun secara

lebih rinei dan diperbatki setinp wakly, 1‘39-11911#311&_111 negative hist berdasarkan
padu skala prioritas yang mengarah padsi lapangan usaha yang vital dan

wonguasal hajat hidup orang banvak totap tertutup bagi modal asing.

ted

mdenesismsusi, mengahrugkan investor asing untuk melibatkan warga negara
mdonesia datam hal tenags kerja, kemampuan dan modal.
3. partizipasi kemuunpusn ipvestor asing dibarapkan ancil dalam "trangfer of

technology™.

Sobagai rekomendasi di dalam perummsan kebijakan investasi di Indonesia di
niasa vang akap datang, BELIPS %emtsaga proyek pengembangan kg ekonomi dan
penyempurnaan sistem pengadasn, memberikan pemikiran ke srah pembsharuan, UUPLIA
di fndonesia, denpan memberifen uselan kongheit mengenai konsep RUU PMA yang Laru di
At arauya | o '

1. Meteninan unmin yang beriét pengertian investast dan investor.

2. {ienfuk nssha perusahaan investasi vang dalasa RUT dianjurkan berbentuk

Perseroan Terbatas (PT).

7 tvestor <k berl bak tansfer dalum valits ssli, yang di atur lebih lanjut datam

pvatii an pemetintah.

4. Demeristal pada doswmye tidak akan melakuken nasionalisasi dan apabila

chpsrtukan ohan diberikon gantl rugi yang layak.

Pada skhirmya sebagai pezmtuh bagatmanapun kebijakan pemerintah  dalam
rovngair PMA, yang periu diperhatikan adalah kepastian Indminnya, Kalau akhir-akhir i, .

di ern refobmasi banyak invester yong meninggalkan Indonesia, dan enggan menanamkan

modalnya karona lidek ada jaminawkepastien hukum dalam pelaksaneannys. Kalau




kepastiag im fidak ada, Investor hanya biga mepebak-nebak apa yang bakal terjadi. Karena
ketidok pastion, Massaya perusahann pemwringkat {vating agency) serta para invester luar
pegerl mengsmbil sncang-sncang fentang kernnngkinan munculnya resiko paling i;;umk.
Padabial kaimn add kepastian hukura penilaian seperti itn mungkin bisa ditepis. Investor

fisdak man mengambil resiko terhadap "Country Rigk” di Indonesia. Maka saat ini wajar,

kalsn pemerintah mengemliotikan stabilitas nasional, tidak lain untuk menepis anggapan

abveen mennnarakan modal di ludonesiy tidul uman,

S



PERKEMBANGAN KERITAKAN INVESTAST
(PENANAMAN MODAT, ASING)
Dl INDONESIA

L PEMTIAHULUAN,

Perkembangan ¢konomi Judonesia sebagal negara sedaug berkembang tidak dapat
dilepaskan dari situasi dan kondisi ekonomit Indonesia. Tiap pecubshan ateu Qubduasi pada
variabel-variabel ekonom dan peliik d_unia. akan berpengarah terhadap perekonomian
Indonesia. Contoh sederhana mengenai hat itu deapat diamati dari pengarnh eksport non-

migas di tingkat I:item_asiona! terhadap keseimbangan perekonomian Indonesia.

D,iiwazidono (1994) menyebutkan hingga kini paling tidak ada ¥ ciri penting perekonomian

dmia yang dapat wempengaruhi perekonomisn Judonesin, vaita pertama, perekonomisn
chinta di era yang akan datang ditandai dengan semakin meningkatoya interdependensi antar
negara yang mengarah pada ivtegrasi ekomomi secara global. Kedua, adanya ketidak
pustinog yang melingkup perekonomian dunin. Ketiga, semakin kaburnya batag ekonomi

sttt ReEAra,

Sejalan  depgan  era  globalisast Indonesia hurus  membuka lebar-lebar
serekonominnaya terhadap niaﬂulm}_ra aneha komoditas dari negara lain selarns dengan
perdagangan bebus. Keadasn ini semskin di dramatisic olsh kenyataan bahwa
perckonomian Indonesia semakin membutubkan dana yang besar untuk penyediaan
ifrustehituy, dan pemennhban kebuluhan investasi vang semmkin meningkat, batk dalam
1angks pendek maupun janpka penjang. Tovestasi (PMA) dewnsa fni merupakan topik yang
gangat kentroversia) di dalam kehidnpan perekonomizn Indonesis. Se-heﬁamya selama
beberapa dekade ada kelompok yng tab menghendald kehadiran PMA (ORBA)Y dan

pendapat yang menghendali kehadiran PMA (ORBA)}.

Menghadapi kondisi vang proflematik tersebat, pemerintah Indonesia selama it

ielah mengambil suatn kebijakan vang dilandaskan pada ailai polittk yang secara rasional

dipifih sobingea cmeangan kebijakop yiwg monend songat di pengarulni oleh “peraturan



kebijukan” yang sudah ada barmpa UUPMA (UL no 1 tahun 1967Y, Keblyakan pemerintah
seiognn. bl mesgangsap Lahwa PMA menpunyit peranan peiting dalam pembangunan.
PMA  hidonesia tidak dapat di lepaskae dart tiga masalsh pokok yaity ekonomi, politik,
fukon, Guna mettbiayal pembangunan  ekonomit Indonesiz sebagal iegara berkembang
nuda awalnya menciptakan iklim yang menvenangkan bagi PMA agar para.' investor fertartk
nafule isermbangon industri & sinh. Kenudahan dan berbagai insentif tersebut diberikan pada
tubiap nwal poambangunan Sclanjutnya berbagat kemudasban dan tusentif oulal di larang
dan bahkan diterapkan berbagat pembataswir. Tujuan kebijakan im adulab untuk melindungi

kepentingan nastonal kifa,

Seiama beberupa dekade kebijakan i berdampak paxla berbagm kepentingan
bailt negare penerima maupun investor. Kenyataan semacam iu dapat di mengerti, karena
di dalam penanaman modal asing (PMA) terdapat konflik kepentingan negara fwan rumah
yail negara peperima dan investor. Negara penerimp mengundang modal asing masuk ke
negurunya  wlas  veitimbangan bahwa  kehadiran modal asing im dapai memacu
pembangunmt. Db lain pihak wvestor menapamkan modaliya di suain negara tertentu
sempta-tnata karenn alasan wfuk memperoleh - keuntungan dan memperkuat posisinya guni
uar.md:;paticwi srantat sebesar-besarmys dari niodal tersebut. DI sini timbul dilema, siapa

yang iy G wlsnbon bangsa Indonesia ala mvestor ?

Pembangunan di Indonesia telah membawa bangsa ke arah pergauvlan Internastonal
schinpga terjadi perubaban-perubahan nifai-nilai, kimsusnya di bidang idiologi, politik,
ekonons, ke Globalisasy bagy donesia harss dipandang sebagai suatu peluang dan

tantangan bukan ancaman, dengan demikian pemerintah harus mampu menarik minat

investor uituk melakukan aktivitas perekonomiannya di Indonesa. Hal int untuk mendorong

timbulpys perekonomian negara serta terciptanya lapangan kerja, untuk birokrasi yang
berbelit-betit harus dibindari. Apabila pemerintah tidek mengantisipasi, maka dampak
globalisugi akan buruk bagi Indonesia. Para investor enggar untuk melalukan aktivitas
disini, Perjanjian-perianjian bilateral manpun muktitateral, t_ei:gh mempeggaruhi pemerintah

aatik mengaeakan permmusan-perimusen bembali masalah PMA. Perlu adanya reorientasi

(]
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. lrangparan, yang berartt sefiap anggota APEC di haruskan unfuk memberikan

akes informasi yang ferbuka.

Erad
H

- nop diskriminast atay periakuan sama antars .inve-stﬁr vang tdak berkattan
dengan hegara. | ..
3. asal nasional treatment {perlakuan sama antara investor asing dan investor
dalam negert). _ _
RKetiga prinsip? tercalup dalam sebugut tiga prinsip pertama dalem APEC Non-

Binding Invesment Principles. _ ' S e

Pemerintab Indonesin telah melglukan ussha yang menggunakan dalam
mengendorkan aturan-aturan vituk penansman modal asing selama beberapa tabun terakbir
ini, {etapi pembozharuan lebih lanjut perln dipertahankan dan memperluat daya saing

. Indonesia,

Kebijakan di bidang Perpajakan yaitu pembevian fhsilitas perpajakan, beberapa
fasilitas perpajukan di berikan kepada wajib pajak yang molakukan penanaman modal di
bidung-bidang uaaha fertentu dan atau dasrah fertanty (UU 5o 10 tahun 1994 pasal 31 A).
Kebijakan yang tnin yait, Regulasi 1994 (PP 20/94 dan SE 15/ 1994) mencerminkan sikap
pemerintah yang lebih terbuka terhadap perkembangsn regional mampun global. Apabila
pemerintsh tidak lebih siap, maka para investor asing tentn skan me;'iol_ak ke negara-negara
Iain yang menawarkan berbagai kemudahan dan fasilitas yang lebih’ menarik. Aspek
kebifakan deregulaxi 1994 yang menonjol adalah

1, peserin asing dimungdinkag perovangan siau mdividu,

2. peselis asing dupat memiliki 100 %, ' |

Faputast 1994 telah mengubal {ilealat i)ndaug%}ndmgPenanzunan Modal Asing
1367 {vang mtimye menentsian bahwa modal asing merupakan pelengkap dard modal dalam
aeger t) detgen iengakil secara terus terang akan sumbangun yang potensial besar modal
aeng Mepatin shonimi dan pombnagtoam, _
Sementara i kebijalan internal di bidﬁng pelitik lain. Yang l=bih mengarah pada

pemberduynon sumber daya alwe dan sumber daya mamwsia bangsa Indonesia, yai




kshewdak  uamk mengembangkan  otonoums daerah vang nvata, dinamis serasi dan
~ hectanpeing fissib serta sesun denpan keianmpuan daerah dulum menyelenggaralan t;{gt’lﬁ
deseniyalisast, deboneenhralisasidan tngas pembantuan, Pelokassnaan otonomi  daeral
dibrrapkan dapat memberitan peluang bag) Pemerintal Daerah untuk berperan aktif datam
proges pembangunan nasional. Dalam bal ini Pomerintah Tmerab dituntut untuk dapat
sienarik wvestor buik nasional maupun internastonal. Unfuk jiu selain berbagai fasilitas
dme rmzesnean (mwenh viag mampn menank wwvestor), Pemds dituntat puls uniuk
i;u‘.rfii'ﬁg.ifak wovalil’ dan proskuf, tidek bisa heanya memnggu (reaktif). Namun Pemda
aelayakava memperhatikan seldor-sektor mana yang memjadi unggulan dan str&t’agis untuk
Mditgwarican pads. inveslor  asing.  Berbagai  bentuk  kemitraanpun  selayaknya

dipertimbangkan. ' .

Kebijakan yang dilaksanakan pemerintah untuk mengantigipast ancaman-ancarnan

vang muncul akibat perubahan-pernbahan di tingkat Infernasional merupakan peluang bagi

Pemerintah Daerah dalam vsaha mengatasi kelemahan dan tantangan yang ada pada proses

pembangnnan, namun demikian bils Pemda tidak siap, peluang-peluiang ini dapat

ssenimbulkan tefanan bary kepada keuangan daerah.

AL MUNCULNY A KEBIJAFKAN PERLINDUNGAN FEPENTINGAN NASIONAL DAN
PEMIKIRAN Ki2 ARAH PEMBAHARUAN UUPMA INDONESIA. - ' '

Walaupun masih banyak kalangan yang berpendapat bahwa masih ada beberapa
"guninlan” yang porln hilangkan dalum wssha menarik modal asing, namun kebijakan
doregulusi 1994 menjukan tindakan yang cukop berani dari nemerintah, dan apa yvang di
abiw dzzi;_i{r;;iya m-anipakan “tarobosan yang besar" terhadap apa yang ditentukan

sebodunmya. Melilat lnjunve usaba pemerintah dalam menarik modal asing, muncu! lagi

ivsut fana tentang perlimdungan kepentingan nasional. Hal i sangat wajar karena semakin

bebasnys iklim investasi asing di suatu negara dapat memungkinkan semakin kompleksnya

persoalan-persoalan yang harus di hadapi dalam kaitannya dénga.n masalah kepentingan

anstonal.

———



kepaétim‘; iy t:idak adn, wvestor banya hisa menebak-nebak apa vang bakal terjadi. Karena.
Kotidak pastion, biasanys ‘perusalim peméﬁn,@;kni {rating sgency) serta para in’veéfor tuar
neger xlxez:,;;a;xilmil anesng-aneang .!.eman\g kemungkinwi munculnya resike paling buruk.
Padabal katay ada i{epaétim‘: hulun: pentlatan seperti o mungkin bisa ditepis. Investor
tidak man méngambii resiko terhadap "Country Risk” di Indonesia. Maka saat ini wajar,
halau pemerintah wengemwalikan stabilitas nasional, tidak tain t_mtﬁk mmlepis_anggapﬂn

 huhwa tessnumban modal di lsdonesia tidak sinan,
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